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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 

terhadap kinerja keuangan perusahaan real estat. Penelitian ini dilakukan pada sektor real estat karena dinilai sebagai salah satu 

sektor yang terdampak cukup signifikan atas terbitnya PSAK 72 dan menggantikan PSAK 44 yang sebelumnya digunakan oleh 

sektor ini. Analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan teknik pengambilan sampel non 

probability purposive sampling pada perusahaan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria 

merupakan tiga perusahaan real estat dengan laba bersih tertinggi tahun 2018 dan terdapat rincian sumber pendapatan pada 

laporan keuangannya. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian yaitu PT Pakuwon Jati Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan 

PT Bumi Serpong Damai Tbk. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 

membuat kinerja keuangan perusahaan terlihat tidak lebih baik jika dibanding dengan menggunakan standar sebelumnya. 

Pengaturan pada PSAK 72 membuat pendapatan dari kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan tidak dapat diakui pada 

tahun 2018. Oleh karena itu, nilai pendapatan tahun 2018 pada masing-masing perusahaan menjadi lebih kecil jika dibanding 

nilai pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK 44.  

 
Kata Kunci 

Pengakuan pendapatan, PSAK 72, kinerja keuangan 

1. PENDAHULUAN 

Pendapatan merupakan salah satu akun penting dalam 

laporan keuangan yang nilainya sangat berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan untuk mendapatkan informasi 

mengenai posisi keuangan dan menilai kinerja suatu 

perusahaan [1]. Pendapatan juga digunakan sebagai poros 

penggerak perhitungan kinerja lain seperti laba bersih dan 

laba per lembar saham [2]. 

Pendapatan merupakan indikator untuk membentuk 

laba yang merupakan tujuan utama bagi perusahaan yang 

profit oriented, sehingga nilai pendapatan harus diukur 

secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan yang 

berlaku [3]. Sedangkan, pengakuan pendapatan menjadi 

salah satu masalah penting dalam akuntansi pendapatan, 

dimana pendapatan perlu diakui pada saat yang tepat agar 

mencerminkan nilai yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam penyajian informasi keuangan dan 

pengambilan keputusan [4]. 

Pada tahun 2017, Ikatan Akuntan Indonesia 

mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan 

Pelanggan. PSAK 72 ini akan menjadi standar tunggal yang 

mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan secara 

resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan 

pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu PSAK 23 

mengenai Pendapatan, PSAK 34 mengenai Kontrak 

Konstruksi, PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas 

Pengembangan Real Estat, ISAK 10 mengenai Program 

Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 mengenai Perjanjian 

Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 mengenai Pengalihan 

Aset dari Pelanggan [5]. PSAK 72 akan berlaku efektif 

pada 1 Januari 2020, namun penerapan dini untuk PSAK ini 

diperbolehkan [6].   

Sektor yang akan terkena efek dari perubahan standar 

ini adalah sektor industri konstruksi, telekomunikasi, retail, 

dan manufaktur [7]. Penelitian lain menambahkan bahwa 

menurut International Accounting Standards Board (IASB) 

pergantian standar ini akan memberikan dampak yang 

cukup besar terutama pada perusahaan yang transaksinya 

berupa kontrak jangka panjang atau produk gabungan yang 

biasanya ada pada perusahaan real estat dan telekomunikasi 

[8]. 

Penelitian terdahulu mengenai dampak penerapan 

PSAK 72 pada kedua industri tersebut telah dilakukan, 

diantaranya Anggraini (2018), Wisnantiasri (2018), dan 

Farida (2018). Referensi [8] melihat bagaimana 

perbandingan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 23 
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dan PSAK 72 serta dampaknya terhadap kinerja keuangan 

perusahaan telekomunikasi; Referensi [7] melihat dampak 

penerapan PSAK 72 terhadap shareholder value industri 

property, real estate, dan building construction; dan 

Referensi [9] melihat bagaimana penerapan PSAK 72 pada 

PT Griya Prima Investama. Berdasarkan penjabaran 

tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang melihat 

dampak penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan 

PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada industri real 

estat. Padahal, sektor real estat merupakan salah satu sektor 

industri yang terpengaruh atas perubahan standar ini karena 

menghapus PSAK 44 mengenai Akuntansi Aktivitas 

Pengembangan Real Estat yang selama ini digunakan oleh 

sektor tersebut [7]. 

Terdapat perbedaan ketentuan pengakuan pendapatan 

antara PSAK 72 dan PSAK 44. Perbedaan ini akan 

menyebabkan dampak salah satunya perubahan pada 

kinerja keuangan perusahaan real estat. Oleh karena itu, 

perusahaan-perusahaan pada sektor real estat perlu 

melakukan uji coba penerapan pengakuan pendapatan 

berdasarkan PSAK 72 untuk memudahkan dalam 

penyusunan strategi dan kebijakan sebelum PSAK 72 

efektif diterapkan. 

Terdapat berbagai kontrak dengan pelanggan yang 

umumnya dilakukan oleh perusahaan real estat, seperti 

penjualan bangunan rumah, ruko, apartemen, perkantoran, 

penjualan kavling tanah tanpa bangunan, dan sewa ruangan. 

Dari hasil analisis awal, diketahui bahwa perbedaan 

ketentuan pengakuan pendapatan antara PSAK 44 dan 

PSAK 72 tidak akan menyebabkan perubahan nilai 

pendapatan yang signifikan pada sebagian besar kontrak 

tersebut. Namun, untuk jenis kontrak yang merupakan 

kontrak jangka panjang perbedaan ketentuan pengakuan 

pendapatan antara PSAK 44 dan PSAK 72 kemungkinan 

besar akan menyebabkan perbedaan nilai pendapatan yang 

signifikan dan perubahan kinerja keuangan pada tahun 

berjalan. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis ingin 

melihat bagaimana dampak penerapan pengakuan 

pendapatan berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja 

keuangan perusahaan real estat di Indonesia yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 dengan kriteria, 

yaitu merupakan tiga perusahaan real estat dengan laba 

tertinggi tahun 2018 dan terdapat rincian sumber 

pendapatan pada laporan keuangannya. Perusahaan yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah PT Pakuwon Jati Tbk, 

PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Bumi Serpong Damai 

Tbk. 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat 

menambah literatur terkait dengan bagaimana dampak 

penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 

terhadap kinerja keuangan perusahaan real estat dan dapat 

menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya. 

Kemudian, dari sisi praktik, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan oleh pihak manajemen perusahaan real estat 

untuk memahami kemungkinan perubahan pada nilai akun 

pendapatan dan kinerja keuangan perusahaan sehingga 

dapat membantu penyusunan strategi dan kebijakan dalam 

rangka persiapan penerapan PSAK 72. 

Bagian selanjutnya akan membahas tentang kajian 

pustaka, diikuti dengan metodologi penelitian, kemudian 

hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan dan saran. 

2. KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Industri Real Estat 

Real estat adalah suatu produk yang dibangun di atas 

sejumlah lahan atau Kawasan [10]. Pendapat lain 

menyatakan bahwa real estat adalah suatu aset berupa tanah 

dan/atau bangunan yang berada diatasnya [9]. 

Industri real estat memiliki karakteristik sebagai 

berikut [11]: 

a) Sulit diprediksi 

Industri ini sulit diprediksi karena memiliki pasang 

surut dengan amplitude yang besar, dimana ketika 

pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, industri real 

estat mengalami booming dan cenderung over 

supplied, namun ketika pertumbuhan ekonomi 

mengalami penurunan, industri ini juga akan cepat 

mengalami penurunan yang cukup drastis. 

b) Berisiko Tinggi 

Industri ini disebut memiliki risiko tinggi karena 

pembiayaan dan sumber dananya secara umum 

diperoleh melalui kredit perbankan, padahal sektor ini 

beroperasi dengan menggunakan aktiva tetap berupa 

tanah dan bangunan, dimana tanah dan bangunan ini 

sulit untuk dikonversikan menjadi kas dalam waktu 

cepat untuk pembayaran hutang, sehingga banyak 

pengembang (developer) tidak dapat melunasi 

hutangnya tepat waktu. 

Industri real estat akan selalu berkembang pesat dan 

meningkat setiap tahunnya karena tanah memiliki 

ketersediaan yang tetap, sedangkan jumlah penduduk 

Indonesia setiap tahun meningkat [12] 

Industri real estat memiliki cakupan usaha yang cukup 

luas dan dinilai memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, sehingga industri 

ini menjadi indikator penting kesehatan ekonomi sebuah 

negara [13]. 

2.2 Pendapatan untuk Kontrak Jangka Panjang 

Pendapatan adalah hasil imbalan terhadap penyerahan 

barang atau jasa yang diproduksi dalam operasi perusahaan 

dan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan 

tingkat laba yang dapat dilihat sebagai prestasi perusahaan 

dalam mengoperasikan perusahaannya pada suatu periode 

tertentu [14].  

Di Indonesia, pendapatan pada perusahaan real estat 

diatur dalam PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak 

dengan Pelanggan, dimana sebelumnya diatur dalam PSAK 

44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat. 

Berdasarkan PSAK 44, pengakuan pendapatan 

kontrak jangka panjang menggunakan metode persentase 

penyelesaian. Sedangkan, berdasarkan PSAK 72, sebelum 
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perusahaan mengakui pendapatan perlu dilakukan lima 

tahap analisis, yaitu identifikasi kontrak, identifikasi 

kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, 

mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban 

pelaksanaan, dan mengakui pendapatan [15]. Pada PSAK 

72 dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengakui 

pendapatan ketika (atau selama) perusahaan memenuhi 

kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan aset yang 

dijanjikan kepada pelanggan, dimana pengalihan aset 

terjadi ketika (atau selama) pelanggan memperoleh 

pengendalian atas aset tersebut [6]. 

2.3 Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan 

menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui baik buruknya keadaan keuangan perusahaan 

tersebut yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu [16]. 

 Kinerja keuangan perusahaan memberikan informasi 

mengenai keberhasilan yang telah dicapai perusahaan, 

juga membantu perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan, 

kelemahan, serta membantu pengambilan keputusan 

keuangan perusahaan [17]. Selain itu, kinerja keuangan 

juga berguna untuk melihat sejauh mana perusahaan telah 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar [18]. 

 Kinerja keuangan dapat dinilai salah satunya dengan 

cara melakukan analisis rasio keuangan yang dihitung 

berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat 

pada laporan pos keuangan (laporan posisi keuangan, 

laporan laba/rugi, laporan arus kas) [19]. Analisis rasio 

keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan 

menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada 

laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan [19].  

 Rasio keuangan merupakan kegiatan 

membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka 

lainnya yang dilakukan antara satu komponen dengan 

komponen lain dalam satu laporan keuangan atau antar 

laporan keuangan [20]. Rasio keuangan yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya 

rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas 

[21]. Ketiga rasio tersebut merupakan rasio keuangan 

yang utama digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

[8]. 

Rasio likuiditas adalah rasio yang memberikan 

gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

utang-utang (liabilitas) jangka pendeknya [12]. Rasio 

likuiditas merupakan rasio yang umumnya menjadi 

pertimbangan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada 

perusahaan [8]. Jenis-jenis rasio likuiditas, yaitu (a) rasio 

lancar (current ratio), (b) rasio cepat (quick ratio), (c) rasio 

kas (cash ratio), (d) rasio perputaran kas, (e) inventory to 

net working capital [20]. Dalam penelitian ini, rasio 

likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar. Rasio ini 

dipilih karena merupakan ukuran yang paling umum 

dipakai untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam 

memenuhi liabilitas lancar dengan menunjukan seberapa 

jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aset 

yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang 

sama dengan jatuh tempo utang [19].  

Rasio solvabilitas (rasio coverage) adalah rasio yang 

mengukur tingkat perlindungan bagi kreditor jangka 

panjang dan investor [22]. Rasio solvabilitas disebut juga 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar seluruh liabilitasnya, baik 

jangka pendek maupun jangka panjang ketika perusahaan 

dilikuidasi [20]. Seperti halnya rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas juga umumnya menjadi pertimbangan kreditor 

untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan [8]. Jenis-

jenis rasio solvabilitas, yaitu (a) debt to asset ratio (debt 

ratio), (b) debt to equity ratio, (c) long term debt to equity 

ratio, (d) tangible assets debt coverage, (e) current 

liabilities to net worth, (f) times interest earned, (g) fixed 

charge coverage [20]. Dalam penelitian ini, rasio 

solvabilitas yang digunakan adalah debt to asset ratio (debt 

ratio). Rasio ini dipilih karena menggambarkan 

perbandingan antara total liabilitas dan total aset sehingga 

dapat diketahui apakah aset perusahaan cukup (solvable) 

atau tidak cukup (insolvable) untuk membayar semua 

liabilitasnya [23]. Rasio ini juga berguna untuk mengetahui 

seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan utang [19].  

 Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan 

sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu [22]. 

Rasio profitabilitas disebut juga sebagai rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan [20]. Rasio ini merupakan salah satu rasio 

yang penting dan umum digunakan oleh investor maupun 

kreditor dalam menilai perusahaan [8]. Jenis-jenis rasio 

profitabilitas, yaitu  (a) profit margin ratio (profit margin 

on sales) terbagi menjadi gross profit margin ratio dan 

net profit margin ratio, (b) return on investment (ROI), 

(c) return on equity (ROE), (d) laba per lembar saham 

(earning per share of common stock) [20]. Dalam 

penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan adalah 

net profit margin ratio. Rasio ini dipilih karena 

merupakan salah satu rasio yang berpengaruh signifikan 

untuk memprediksi pertumbuhan laba [24].  

3.  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tiga perusahaan real estat yang memiliki laba bersih 

tertinggi tahun 2018 dan memiliki rincian sumber 

pendapatan pada laporan keuangan yang dipublikasikan di 

website BEI. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengambil sampel adalah sebagai berikut: 

1. Penulis mencari daftar perusahaan real estat melalui 

website BEI, yaitu www.idx.co.id. Dari hasil 

pencarian tersebut, didapat hasil 49 perusahaan real 

estat yang laporan keuangannya sudah terpublikasi. 

2. Setiap laporan keuangan kemudian dilihat labanya, 

lalu penulis urutkan. 

http://www.idx.co.id/
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3. Diambil tiga perusahaan yang memiliki laba tahun 

2018 tertinggi dan memiliki rincian sumber 

pendapatan pada laporan keuangannya. 

Rincian laba bersih tahun berjalan ketiga perusahaan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Sampel Penelitian 

No Nama Perusahaan 
Laba Bersih Tahun 2018 

1. 
PT Pakuwon Jati Tbk 

Rp  2.826.936.213.000  

2. 
PT Lippo Karawaci 

Tbk Rp 1.726.085.000.000 

3. 
PT Bumi Serpong 

Damai Tbk Rp 1.701.818.000.000 

 Sumber: data diolah 

3.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu 

dokumentasi dengan menggunakan data sekunder berupa 

PSAK 72 yang diterbitkan oleh IAI dan laporan tahunan PT 

Pakuwon Jati Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Bumi 

Serpong Damai Tbk yang didapat dari website BEI. 

3.6  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian 

ini, yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif. Langkah-

langkah analisis data pada penelitian ini mengikuti langkah 

analisis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu 

Anggraini (2018) sebagai berikut [8]: 

1. Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72. 

a) Langkah pertama, mengidentifikasi jenis-jenis 

kontrak dengan pelanggan pada PT Pakuwon Jati 

Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Bumi 

Serpong Damai Tbk yang penulis dapatkan dari 

bagian laporan keuangan, yaitu Catatan Atas 

Laporan Keuangan (CALK). 

b) Kemudian, dari hasil identifikasi tersebut dipilih 

jenis kontrak yang merupakan kontrak jangka 

panjang. 

c) Selanjutnya, jenis kontrak yang dipilih akan 

diidentifikasi prinsip pengakuan pendapatannya 

berdasarkan PSAK 72 yang dilakukan dalam lima 

tahap, yaitu identifikasi kontrak, menentukan 

kewajiban pelaksanaan, menentukan harga 

transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap 

kewajiban pelaksanaan, dan mengakui pendapatan. 

2. Perhitungan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72. 

a) Pendapatan dari kontrak jangka panjang masing-

masing perusahaan dihitung berdasarkan prinsip 

pengakuan pendapatan pada PSAK 72 dan nilai 

pendapatan dari kontrak tersebut penulis dapatkan 

dari CALK dengan menggunakan asumsi bahwa 

kontrak jangka panjang yang dimiliki oleh 

perusahaan belum selesai sampai akhir tahun 2018. 

b) Hasil perhitungan pendapatan kemudian penulis 

bandingkan dengan nilai pendapatan yang sesuai 

dengan PSAK 44, yaitu yang tercatat pada 

Laporan Laba Rugi masing-masing perusahaan. 

c) Selanjutnya, hasil perbandingan tersebut penulis 

interpretasikan dalam bentuk analisis dampak 

penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan 

PSAK 72 terhadap nilai akun pendapatan. 

3. Pengukuran Kinerja Keuangan 

a) Kinerja keuangan masing-masing perusahaan akan 

diukur dengan cara menghitung rasio 

keuangannya. Rasio yang akan digunakan adalah 

rasio lancar (rasio likuiditas), debt to asset ratio 

(rasio solvabilitas), dan net profit margin ratio 

(rasio profitabilitas). 

b) Perhitungan rasio tersebut dilakukan berdasarkan 

nilai pendapatan yang dihitung sesuai PSAK 72 

dan PSAK 44. 

c) Hasil perhitungan rasio kemudian penulis 

bandingkan antara yang sesuai dengan PSAK 72 

dan PSAK 44. 

d) Langkah terakhir, penulis menginterpretasikan 

hasil perbandingan rasio tersebut dalam bentuk 

analisis dampak penerapan pengakuan pendapatan 

berdasarkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan 

perusahaan real estat dan menarik kesimpulan. 

4.  PEMBAHASAN 

4.1  Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 

Jenis-jenis kontrak dengan pelanggan pada PT 

Pakuwon Jati Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Bumi 

Serpong Damai Tbk yang merupakan kontrak jangka 

panjang adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2 Jenis Kontrak Jangka Panjang 

PT Pakuwon 

Jati Tbk 

PT Lippo 

Karawaci Tbk 

PT Bumi 

Serpong Damai 

Tbk 

1. Penjualan 

Kondominium 

dan 

Perkantoran. 

1. Penjualan 

Pusat 

Belanja, 

Apartemen, 

dan 

Perkantoran. 

 

1. Penjualan 

Unit 

Bangunan 

Kondominiu

m, 

Apartemen, 

Perkantoran, 

Pusat 

Perbelanjaan, 

dan Bangunan 

Sejenis 

Lainnya, serta 

Unit 

Kepemilikan 

secara Time 

Sharing yang 

belum selesai 
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pembangunan

-nya. 
Sumber: data diolah 

 

Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 

dilakukan dalam lima model tahapan, yaitu 

mengidentifikasi kontrak, menentukan kewajiban 

pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan 

harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan, dan 

mengakui pendapatan. Kelima tahapan tersebut harus 

dilakukan baik untuk mengakui pendapatan barang, jasa, 

ataupun produk gabungan. Pendapatan dari kontrak jangka 

panjang pada masing-masing perusahaan memiliki 

karakteristik yang sama yaitu berupa penjualan tanah 

beserta bangunan. Pengakuan pendapatan tersebut akan 

dibahas dalam satu bahasan berikut. 

Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan dilakukan 

untuk mengetahui apakah suatu kontrak dapat diakui 

berdasarkan PSAK 72 atau tidak. Entitas dapat mengakui 

pendapatan berdasarkan PSAK 72 jika memenuhi seluruh 

kriteria yang terdapat dalam paragraf 09, yaitu kontrak telah 

disetujui oleh para pihak, entitas dapat mengidentifikasi hak 

setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan 

dialihkan, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu 

pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan, kontrak 

memiliki substansi komersial, dan kemungkinan besar 

entitas dapat menagih imbalan yang akan menjadi haknya 

dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke 

pelanggan. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa ketiga 

perusahaan sampel memenuhi seluruh kriteria tersebut. 

Kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan 

merupakan penjualan tanah beserta bangunan gedung. 

Berdasarkan PSAK 72, penjualan tersebut dikategorikan 

sebagai penjualan produk gabungan dan dapat dicatat 

sebagai kontrak tunggal jika memenuhi satu atau lebih 

kriteria pada paragraf 17. Penjualan tersebut memenuhi 

kriteria yaitu kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket 

dengan tujuan komersial tunggal sehingga dapat dicatat 

sebagai kontrak tunggal. 

Kontrak jangka panjang memiliki kemungkinan untuk 

diakhiri atau dimodifikasi oleh salah satu pihak setiap saat. 

Berdasarkan PSAK 72 paragraf 12, kontrak yang diakhiri 

secara sepihak dalam keadaan kontrak belum selesai maka 

pihak yang mengakhiri kontrak harus memberikan 

kompensasi. Sedangkan, jika kontrak jangka panjang 

dilakukan modifikasi saat perusahaan sedang mengerjakan 

kewajiban pelaksanaan, modifikasi tersebut harus disetujui 

oleh para pihak dalam kontrak. Modifikasi dapat berupa 

perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak baik 

yang menimbulkan ketentuan baru atau mengubah 

ketentuan yang sudah ada atas hak dan kewajiban yang 

dapat dipaksakan oleh para pihak dalam kontrak. 

Modifikasi kontrak selanjutnya dapat dicatat sebagai 

kontrak terpisah atau tetap sebagai kontrak tunggal, dimana 

jika kontrak dicatat sebagai kontrak terpisah maka akan 

menyebabkan kewajiban pelaksanaan terpenuhi secara 

terpisah. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa kontrak 

jangka panjang ketiga perusahaan tidak dimodifikasi 

sampai akhir tahun 2018 sehingga kontrak jangka panjang 

tersebut dicatat sebagai kontrak tunggal. 

Kewajiban pelaksanaan pada kontrak jangka panjang 

yaitu pengalihan aset real estat berupa bangunan gedung 

beserta tanahnya. Dalam hal ini, aset real estat pada 

masing-masing perusahaan adalah bangunan kondominium 

dan perkantoran pada PT Pakuwon Jati Tbk, bangunan 

pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran pada PT 

Lippo Karawaci Tbk, dan bangunan kondominium, 

apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan bangunan 

sejenis lainnya, serta unit kepemilikan secara time sharing 

pada PT Bumi Serpong Damai Tbk.  

Berdasarkan paragraf 27, tanah dan bangunan 

merupakan barang dimana pelanggan tidak memperoleh 

manfaat dari tanah dan bangunan secara terpisah. Tanah 

dan bangunan hanya bermanfaat bagi pelanggan jika 

digunakan secara bersamaan, karena bangunan dibangun 

diatas tanah sehingga tidak dapat digunakan untuk 

kepentingan lain selain bersamaan dengan bangunan. Tanah 

dan bangunan juga tidak dapat dijual kembali atau dikuasai 

untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelanggan 

karena belum terjadi pengalihan aset. Tanah dan bangunan 

dialihkan secara bersamaan ketika pembangunan telah 

selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak. Oleh karena 

itu, pada kontrak jangka panjang, tanah dan bangunan tidak 

memenuhi persyaratan paragraf 27 untuk dikatakan sebagai 

barang yang dapat dibedakan, sehingga penjualan kontrak 

jangka panjang pada ketiga perusahaan dicatat sebagai 

kewajiban pelaksanaan tunggal.  

Selanjutnya, perusahaan menentukan apakah 

kewajiban pelaksanaan tersebut dipenuhi sepanjang waktu 

atau pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan hal 

tersebut, setiap kontrak jangka panjang diidentifikasi 

apakah memenuhi salah satu atau lebih kriteria pada PSAK 

72 paragraf 35. Berdasarkan data kebijakan manajemen 

yang ada pada laporan tahunan PT Pakuwon Jati Tbk, PT 

Lippo Karawaci Tbk, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk 

diketahui bahwa kewajiban pelaksanaan setiap kontrak 

jangka panjang dipenuhi pada waktu tertentu karena tidak 

memenuhi ketiga kriteria kewajiban pelaksanaan dipenuhi 

sepanjang waktu. 

Berdasarkan paragraf 31, perusahaan mengakui 

pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi 

kewajiban pelaksanaan, maka untuk kewajiban pelaksanaan 

yang dipenuhi pada waktu tertentu, perusahaan mengakui 

pendapatannya pada waktu tertentu pula, termasuk 

pengakuan pendapatan atas booking fee juga dicatat ketika 

kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi pada waktu tertentu, 

yaitu ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. 

Dalam hal ini, pelanggan memperoleh pengendalian atas 

aset ketika telah melunasi kewajiban pembayaran atas aset 

dan perusahaan telah mengalihkan kepemilikan aset. 

4.2  Perhitungan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 

Pembahasan pada bagian ini adalah mengenai 

perhitungan pendapatan berdasarkan PSAK 72. Transaksi 

penjualan yang dihitung adalah transaksi kontrak jangka 
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panjang yang terjadi pada tahun 2018 pada masing-masing 

perusahaan. Ringkasan transaksi kontrak jangka panjang 

dan kewajiban pelaksanaan berdasarkan hasil analisis tahap 

pertama dan kedua pada masing-masing perusahaan adalah 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Analisis Tahap Pertama dan Kedua berdasarkan 

PSAK 72 

Nama 

Perusahaan 

Transaksi 

Kontrak 

Jangka Panjang 

Kewajiban 

Pelaksanaan 

PT 

Pakuwon 

Jati Tbk. 

Penjualan 

Kondominium 

beserta Tanah 

Kewajiban 

pelaksanaan atas 

bangunan 

kondominium dan 

tanah 

PT Lippo 

Karawaci 

Tbk. 

Penjualan 

Apartemen 

beserta Tanah 

Kewajiban 

pelaksanaan atas 

bangunan apartemen 

dan tanah 

PT Bumi 

Serpong 

Damai Tbk. 

Penjualan 

Apartemen 

beserta Tanah 

Kewajiban 

pelaksanaan atas 

bangunan apartemen 

dan tanah 
Sumber: data diolah 

 

Dalam menghitung pendapatan, berdasarkan PSAK 72 

paragraf 46, perusahaan harus menentukan harga transaksi 

dan mengalokasikan harga transaksi tersebut pada masing-

masing kewajiban pelaksanaan.  Selanjutnya, menurut 

paragraf 47, harga transaksi ditentukan dengan 

mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis 

umum. Harga transaksi yang digunakan adalah berdasarkan 

jumlah nilai transaksi kontrak jangka panjang yang terjadi 

selama tahun 2018 yang ditampilkan dalam bentuk hasil 

analisis tahap ketiga sebagai berikut. 

 

Tabel 4 Analisis Tahap Tiga Berdasarkan PSAK 72 

Nama 

Perusahaan 

Transaksi 

Kontrak 

Jangka Panjang 

Total Pendapatan 

Transaksi Jangka 

Panjang 

PT 

Pakuwon 

Jati Tbk. 

Penjualan 

Kondominium 

beserta Tanah 

Rp1.286.634.000.000 

PT Lippo 

Karawaci 

Tbk. 

Penjualan 

Apartemen 

beserta Tanah 

Rp1.151.673.000.000 

PT Bumi 

Serpong 

Damai Tbk. 

Penjualan 

Apartemen 

beserta Tanah 

Rp   638.823.002.551 

Sumber: data diolah 

 

Analisis selanjutnya adalah alokasi harga kepada 

setiap kewajiban pelaksanaan. Berdasarkan paragraf 73 

perusahaan mengalokasikan harga transaksi pada setiap 

kewajiban pelaksanaan dalam jumlah imbalan yang 

diperkirakan menjadi hak perusahaan dalam pertukaran 

untuk mengalihkan barang atau jasa. Alokasi dilakukan 

berdasarkan harga jual berdiri sendiri (paragraf 74). Pada 

transaksi kontrak jangka panjang masing-masing 

perusahaan, harga transaksi tidak dialokasi karena hanya 

terdapat satu kewajiban pelaksanaan. 

Tahap selanjutnya yaitu mengakui pendapatan. Pada 

tahap ini, digunakan asumsi bahwa kontrak jangka panjang 

masing-masing perusahaan belum selesai sampai akhir 

tahun 2018. Kemudian, berdasarkan hasil analisis tahap 

kedua diketahui bahwa kewajiban pelaksanaan kontrak 

jangka panjang masing-masing perusahaan adalah dipenuhi 

pada waktu tertentu. Oleh karena itu, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perusahaan belum boleh mengakui 

pendapatan kontrak jangka panjang selama tahun 2018. 

Perbandingan nilai pendapatan berdasarkan PSAK 44 dan 

PSAK 72 pada masing-masing perusahaan tahun 2018 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 5 Perbandingan Nilai Pendapatan Berdasarkan PSAK 

72 dan PSAK 44 

 

Nama 

Perusahaan 

 Pendapatan 

Berdasarkan PSAK 72  

 Pendapatan 

Berdasarkan PSAK 44  

PT 

Pakuwon 

Jati Tbk. 

Rp5.794.035.000.000 Rp7.080.669.000.000 

PT Lippo 

Karawaci 

Tbk. 

Rp11.308.551.000.000 Rp12.460.224.000.000 

PT Bumi 

Serpong 

Damai 

Tbk. 

Rp5.989.959.182.457 Rp6.628.782.185.008 

Sumber: data diolah 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat perbedaan nilai akun 

pendapatan berdasarkan PSAK 72 dan berdasarkan PSAK 

44 pada masing-masing perusahaan. Nilai pendapatan 

berdasarkan PSAK 72 lebih kecil dibanding nilai 

pendapatan berdasarkan PSAK 44. Hal tersebut terjadi 

karena nilai pendapatan yang berasal dari kontrak jangka 

panjang tidak diakui sebelum kontrak tersebut telah terjadi 

perpindahan pengendalian atas aset, yaitu ketika aset sudah 

diserahkan kepada pembeli.  

Namun, jika perpindahan pengendalian atas aset sudah 

dilakukan selama perusahaan menjalankan kewajiban 

pelaksanaanya, yaitu ketika perusahaan memenuhi salah 
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satu atau lebih dari kriteria kewajiban pelaksanaan dipenuhi 

sepanjang waktu, maka perusahaan tidak memiliki 

perbedaan nilai pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK 

72 dan PSAK 44. 

Pada kondisi tertentu, pendapatan yang diakui dan 

dicatat berdasarkan PSAK 72 dapat saja lebih besar dari 

PSAK 44, yaitu ketika kontrak jangka panjang telah selesai 

dan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada waktu 

tertentu telah diakui. 

Perbedaan pendapatan yang diakui dan dicatat 

berdasarkan PSAK 72 dan PSAK 44 masing-masing 

perusahaan pada tahun 2018 cukup besar. Hal ini terjadi 

karena diasumsikan kontrak jangka panjang masing-masing 

perusahaan belum selesai sampai akhir tahun 2018, 

sehingga nilai pendapatan tersebut belum dapat diakui pada 

tahun 2018. 
 

4.3  Pengukuran Kinerja Keuangan 

Pada bagian ini, dilakukan pengukuran kinerja 

keuangan dengan menghitung rasio keuangan berdasarkan 

nilai pendapatan yang sesuai dengan PSAK 72 dan PSAK 

44 pada masing-masing perusahaan tahun 2018. 

Perhitungan rasio dilakukan untuk melihat dampak 

penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 

terhadap kinerja keuangan perusahaan real estat. Data 

keuangan yang digunakan berasal dari hasil perhitungan 

pendapatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya 

dan laporan keuangan masing-masing perusahaan tahun 

2018. Hasil perhitungan rasio keuangan disajikan dalam 

tabel berikut. 

 

Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan 

    

Berdasarkan 

PSAK 44 

Berdasarkan 

PSAK 72 

PT 

Pakuwon 

Jati Tbk. 

Current Ratio 2,31 2,00 

Debt to Asset Ratio 38,80% 40,90% 

Net Profit Margin 

Ratio 
39,92% 26,58% 

PT 

Lippo 

Karawaci 

Tbk. 

Current Ratio 4,53 4,39 

Debt to Asset Ratio 48,86% 50,02% 

Net Profit Margin 

Ratio 
13,85% 5,08% 

PT Bumi 

Serpong 

Damai 

Tbk. 

Current Ratio 3,36 3,26 

Debt to Asset Ratio 41,87% 42,39% 

Net Profit Margin 

Ratio 
25,67% 17,75% 

Sumber: data diolah 

  

Berdasarkan tabel 6, terlihat bahwa current ratio 

perusahaan lebih rendah jika pendapatan diakui dan dicatat 

berdasarkan PSAK 72 dibanding PSAK 44. Hal ini terjadi 

karena nilai kas/bank perusahaan yang berasal dari 

pendapatan dari kontrak jangka panjang tidak diakui jika 

berdasarkan PSAK 72. Namun, debt to asset ratio masing-

masing perusahaan lebih tinggi jika pendapatan diakui dan 

dicatat berdasarkan PSAK 72 jika dibanding berdasarkan 

PSAK 44. Hal ini karena nilai aset perusahaan menjadi 

lebih kecil jika pendapatan diakui berdasarkan PSAK 72. 

Sedangkan, net profit margin ratio pada masing-masing 

perusahaan turun cukup signifikan karena pendapatan dari 

kontrak jangka panjang memiliki nilai yang cukup besar 

sehingga jika pendapatan tersebut tidak diakui maka akan 

menurunkan nilai pendapatan dan laba bersih perusahaan. 

PSAK 72 memberikan pengaturan yang membuat nilai 

pendapatan pada PT Pakuwon Jati Tbk, PT Lippo Karawaci 

Tbk, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2018 menjadi 

lebih rendah jika dibanding berdasarkan PSAK 44 sehingga 

menyebabkan kinerja keuangan ketiga perusahaan tersebut 

terlihat tidak lebih baik jika menerapkan PSAK 72 

dibanding dengan standar sebelumnya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya 

yang dilakukan di industri telekomunikasi bahwa penerapan 

pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 akan 

berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan ketentuan pengakuan pendapatan 

berdasarkan PSAK 44 dan PSAK 72 menyebabkan 

perubahan nilai pendapatan dari kontrak jangka 

panjang pada PT Pakuwon Jati Tbk, PT Lippo 

Karawaci Tbk, dan PT Bumi Serpong Damai Tbk 

tahun 2018. Perubahan ini disebabkan karena adanya 

berbedaan waktu pengakuan pendapatan kontrak 

jangka panjang pada ketiga perusahaan real estat 

tersebut. 

2. Pendapatan yang diakui dan dicatat berdasarkan 

PSAK 72 lebih kecil dibanding berdasarkan PSAK 44. 

Hal ini terjadi karena pendapatan yang berasal dari 

kontrak jangka panjang pada ketiga perusahaan tidak 

diakui pada tahun 2018. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian lain yang pernah dilakukan pada industri 

telekomunikasi bahwa nilai pendapatan yang diakui 

dan dicatat berdasarkan PSAK 72 lebih kecil 

dibanding berdasarkan PSAK 23. 

3. Pendapatan yang diakui berdasarkan PSAK 72 akan 

lebih besar dibanding berdasarkan PSAK 44 ketika 

kontrak jangka panjang telah selesai dan telah terjadi 

penyerahan atau pemindahan kendali atas aset real 

estat kepada pelanggan sehingga pendapatan dari 

kontrak jangka panjang dapat diakui. 

4. Kinerja keuangan masing-masing perusahaan 

menunjukan keadaan yang tidak lebih baik jika 

penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 

72 dilakukan, terlihat dengan hasil perhitungan 

current ratio dan net profit margin ratio menunjukan 

penurunan persentase jika menggunakan PSAK 72 

dibanding dengan PSAK 44. Sementara untuk debt to 

asset ratio menunjukan peningkatan persentase jika 

menggunakan PSAK 72 dibanding PSAK 44. Hasil ini 

juga sejalan dengan penelitian sebelumnya pada 
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industri telekomunikasi bahwa kinerja keuangan 

perusahaan terlihat lebih baik jika menggunakan 

standar sebelumnya dibanding PSAK 72. Namun, 

terdapat perbedaan yaitu pada net profit margin ratio 

pada industri telekomunikasi tidak turun secara 

signifikan, sedangkan pada industri real estat rasio ini 

turun cukup signifikan. Hal ini terjadi karena transaksi 

pada industri telekomunikasi bukan merupakan 

kontrak jangka panjang. 

5. PSAK 72 lebih menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya karena pendapatan diakui ketika 

perusahaan telah memenuhi kewajiban 

pelaksanaannya yang ditunjukan dengan perpindahan 

kendali atas aset real estat. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk PT Pakuwon 

Jati Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, PT Bumi Serpong 

Damai Tbk, yaitu perusahaan perlu meningkatkan 

pendapatan dari sumber pendapatan selain pendapatan dari 

kontrak jangka panjang agar perusahaan dapat 

mempertahankan kinerja keuangannya tetap baik karena 

berdasarkan PSAK 72 pendapatan dari kontrak jangka 

panjang baru dapat diakui ketika kontrak selesai. 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis dilakukan untuk melihat dampak penerapan 

PSAK 72 dengan menggunakan periode yang lebih 

panjang. 

2. Analisis dilakukan pada perusahaan di industri lain, 

terutama industri yang disebut oleh IASB dan peneliti 

terdahulu sebagai industri yang akan terkena dampak 

atas pergantian standar akuntansi yang mengatur 

pengakuan pendapatan, yaitu industri telekomunikasi, 

konstruksi, manufaktur, dan retail untuk melihat 

apakah dampak yang sama akan berlaku pada industri-

industri tersebut. 

3. Analisis dilakukan terhadap bagian lain dari PSAK 72 

yang belum termuat pada penelitian ini. 
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